BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH


4.1. 	Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 yang merupakan kristalisasi dari komitmen politik Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat yang telah dijabarkan secara konkrit dengan visi yakni :

“Tercapainya Masyarakat yang Unggul, Sejahtera, Mandiri dan Bertaqwa dengan Mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Salah Satu Daerah Otonom Terbaik di Indonesia Tahun 2015”
Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis tersebut telah ditetapkan lima misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan. 
2. Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.
3. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan. 
4. Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan  lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Guna mendukung pencapaian kelima misi di atas disiapkan grand strategy pengembangan empat kawasan dan grand strategy enam jaminan kepada masyarakat, adapun empat kawasan dimaksud terdiri dari :
1. Kawasan Pusat Pendidikan dan Agrobisnis di Pulau Bengkalis;
2. Kawasan Pusat Industri, Pelabuhan dan Agroindustri di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil;
3. Kawasan Pariwisata dan Agrobisnis di Pulau Rupat;
4. Kawasan Kota Transit dan Petropolitan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;

Sedangkan enam jaminan kepada masyarakat terdiri dari :
1. Jaminan berusaha masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
2. Jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru;
3. Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera;
4. Jaminan akses infrastruktur dasar;
5. Jaminan pelayanan publik, pembinaan birokrasi dan kelembagaan daerah;
6. Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah;

Visi dan misi serta grand strategy di atas merupakan komitmen yang telah disusun sebagai kerangka dasar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2010 – 2015. Visi dan misi tersebut telah disusun melalui proses politik, teknokratik, partisipatif dan Top Down - Bottom up, artinya meskipun secara konsep visi, misi dan grand strategy tersebut lahir dari janji politik saat kampanye namun telah melalui mekanisme perencanaan yang matang sehingga menjadi konsensus bersama seluruh komponen Kabupaten Bengkalis. Secara jelas tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.



Tabel 4.1
Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Sesuai RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015
	NO
	MISI
	TUJUAN
	SASARAN

	
	
	
	

	1.
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan”

	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat
	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat

Meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Tumbuhnya minat baca masyarakat

	
	
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat

	 
	
	
	

	
	
	
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	
	
	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak


	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	

	Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat

	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
	Tercapainya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah

	
	
	
	

	
	
	Menurunkan angka pengangguran
	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

	 
	
	
	

	
	
	
	Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja

	 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Membentuk generasi muda yang berkualitas
	Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan

	 
	
	
	

	
	
	
	

	2.
	Menanggulangi Kemiskinan dan Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan, Perekonomian Perdesaan serta Kelompok Masyarakat Minoritas dan Terpinggirkan
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Meningkatnya pendapatan masyarakat

	
	
	
	

	
	
	
	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial

	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan kualitas dan produktifitas masyarakat dalam Mendukung Kepariwisataan
	Meningkatnya kunjungan wisatawan

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.
	Mengembangkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat serta Meningkatkan Investasi dan UMKM dengan Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam yang Terbarukan
	Mengembangkan perekonomian daerah
	Meningkatnya ketahanan pangan

	
	
	
	

	
	
	
	Meningkatnya produksi perkebunan dan kehutanan

Berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan nilai investasi daerah
	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif


	
	
	
	

	
	
	
	Meningkatnya kapasitas produksi bagi industri daerah

	
	
	
	 

	
	
	
	Meningkatnya perdagangan dan luasnya pemasaran


	
	
	
	

	4.
	Meningkatkan Infrastruktur Daerah antara lain Peningkatan Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi Listrik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan Perumahan”
	Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah serta akses inter dan antar kawasan
	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

Meningkatnya kualitas jaringan pengairan


	
	
	
	

	
	
	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan


	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan fasilitas pelayanan dasar
	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan

	
	
	
	 

	
	
	
	Meningkatnya fasilitas permukiman

	
	
	
	

	
	
	
	Terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan penataan ruang
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang


	5.
	Mengimplementasikan Desentralisasi Politik, Keuangan, dan Administrasi dalam Sistem Pemerintahan Daerah serta Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah

	
	
	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi
	Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah

	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah
	Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana
	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum
	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM

	
	
	
	



4.2.	Prioritas Pembangunan
	4.2.1. 	Prioritas Pembangunan Nasional
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 mengusung tema “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”, dengan sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2015, antara lain; Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 sampai dengan 6, 3 persen; Laju inflasi 4, 5 dan bertambah atau berkurang 1 persen. Makna dari tema RKP tersebut adalah: 
1. Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengurangan ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, peningkatan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 
2. Percepatan pembangunan ekonomi, secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat; dan 
3. Berkeadilan, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness). 
Beberapa pertimbangan penetapan tema dan sasaran RKP tersebut di atas sebagai berikut: 
1. Melanjutkan reformasi pembangunan yang telah berjalan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh, melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
2. Meningkatkan daya saing nasional terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam jebakan negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap); dan
3. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Isu-isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2015 yang harus diselaraskan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah: 
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama, yaitu sistem jaminan sosial nasional (demand dan supply), penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah penduduk, sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan, dan optimalisasi anggaran pendidikan;
2. Bidang Pembangunan Ekonomi, yaitu transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
3. Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air;
4. Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup;
5. Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Bidang Pembangunan Politik, yaitu konsolidasi demokrasi;
7. Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan, yaitu percepatan pembangunan Minimum Essensial Force (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri; 
8. Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur, yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan 
9. Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan.

4.2.1. 	Prioritas Pembangunan Provinsi Riau
Prioritas Pembangunan Provinsi Riau sesuai RKPD Provinsi Riau tahun 2015, yaitu: 

(1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Dengan isu Strategis; Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 Tahun, Pendidikan menengdah universal – siswa miskin SMA/SMK, Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, Peningkatan pembangunan perguruan tinggi, perluasan akses pelayanan kesehatan dasar masyarakat dan Peningkatan kesejahteraan guru. 

(2) Percepatan dan perluasan Infrastruktur 
Dengan isu strategis; Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten/Kota, Percepatan dan perluasan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih, Pengembangan infrastruktur untuk membuka dan meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, Peningkatan infrastruktur perdesaan dan pemukiman serta sanitasi lingkungan, Peningkatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan akses pelayanan publik berbasis investasi.

(3) Penguatan Perekonomian Daerah
Dengan isu strategis; Peningkatan ketahanan pangan, Pengembangan industri hilir pertanian, Peningkatan daya saing UMKM, Pengembangan perekonomian berbasis perdesaan, Perluasan kesempatan kerja/usaha dan penurunan kesenjangan pendapatan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup penduduk miskin, Peningkatan nilai tukar petani, Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, Peningkatan kualitas tenaga kerja, Peningkatan pelayanan perizinan dan investasi, pembangunan energi listrik berbasis tenaga surya dan Revitalisasi pertanian dalam arti luas.


(4) Penguatan Regformasi Birokrasi
Dengan isu strategis;  Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur Daerah, Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakkan hukum. 

(5) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pelestarian Budaya
Dengan isu strategis; Pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan industri kerakyatan, Penguatan jati diri dan pelestarian budaya melayu dan Pengembangan objek-objek wisata unggulan.

(6) Pembangunan Daerah Terisolir dan Perbatasan
Dengan isu strategis; Percepatan pembangunan dan pengembangan daerah dan kawasan Perbatasan dan Percepatan pembukaan akses daerah terisolir. 

(7) Pengendalian Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
Dengan isu strategis; Pengelolaan hutan dan lahan kritis serta perhutanan sosial, Pengendalian kualitas lingkungan, Peningkatan kapasitas mitigasi bencana, Peningkatan tanggap darurat bencana dan penanganan korban serta pemulihan kondisi pasca bencana.

4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis
Sebagai satu kesatuan wilayah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui RKPD tahun 2015 berkomitmen untuk mensinergikan Prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2015 dalam program dan kegiatan Kabupaten Bengkalis 2015 melalui penetapan dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Bengkalis berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis.
Dalam RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan isu strategis, potensi, peluang, tantangan dan segenap sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis dengan Prioritas Daerah, sebagai berikut: 
(1) Peningkatan Akses Infrastruktur. 
Yang mencakup infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur perhubungan, Infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, listrik dan air bersih serta infrastruktur dasar di desa dan kelurahan.

(2) Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah 
Yang mencakup Produk pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan baik yang merupakan produk unggulan tempatan (asli) Kabupaten Bengkalis maupun produk-produk lain yang berpotensi untuk dikembangkan secara ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

(3) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Yang mencakup penyusunan Masterplan lingkungan hidup, Mitigasi Bencana, Pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta Optimalisasi Satuan Tugas Pelaksana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (SATLAK KARHUTLA) dan memaksimalkan peran dan fungsi Masyarakat Peduli Api (API).

(4) Pembangunan Kawasan Strategis dan Kawasan Perbatasan
Yang mencakup Perencanaan dan pembangunan kawasan perbatasan, Penuntasan dan evaluasi grand strategy pembangunan empat kawasan, penuntasan tata batas daerah dan penyusunan masterplan terpadu kawasan strategis Kabupaten Bengkalis.

(5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Yang mencakup Pembangunan dan pengembangan politeknik kesehatan Kabupaten Bengkalis, Politeknik Maritim, SMK Pertambangan, Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), Pemberian Beasiswa, Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

(6) Kualitas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
[bookmark: _GoBack]Yang mencakup implementasi roadmap reformasi birokrasi, Seleksi CPNS, Sosialisasi undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peningkatan Disiplin PNS melalui penerapan reward and punishment, Pelaksanaan dan optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

(7) Meningkatkan Akses Permodalan dan Usaha Ekonomi
Yang mencakup Optimalisasi dan evaluasi UED-SP, Pembentukan BUMDes, Meningkatkan iklim usaha, Optimalisasi infrastruktur perdagangan dan peningkatan kerjasama antar daerah serta hubungan dagang luar negeri.

(8) Pengembangan Budaya dan Agama
Yang mencakup pelestarian cagar budaya, Pengembangan kawasan wisata budaya dan penyelenggaraan berbagai iven kebudayaan dan kesenian.

Hubungan sinkronisasi dan sinergi antara prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Riau dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat dirinci secara jelas dalam tabel 4.2 berikut.



 

Tabel. 4.2.
	No.
	NASIONAL
	No.
	PROVINSI RIAU
	No.
	KABUPATEN BENGKALIS

	1.
	Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
	1.
	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pelestarian Budaya (5)
	1.
	Pengembangan Budaya dan Agama (8)

	2.
	Pembangunan Ekonomi
	2.
	Penguatan Perekonomian Daerah (3)
	2.
	Meningkatkan Akses Permodalan dan Usaha Ekonomi (7)

	3.
	Pembangunan Sarana dan Prasarana
	3.
	Peningkatan dan Perluasan Infrastruktur (2)
	3.
	Peningkatan Akses Infrastruktur (1)

	4.
	Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	4.
	Pengendalian Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Penanggulangan Bencana (7)
	4.
	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (3) dan

	
	
	
	
	5
	Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah (2)

	5.
	Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	5.
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (1)
	6.
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (5)

	6.
	Pembangunan Politik
	
	
	
	

	7.
	Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
	
	
	
	

	8.
	Pembangunan Hukum dan Aparatur
	6.
	Penguatan Reformasi Birokrasi (4)
	7.
	Kualitas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (6)

	9.
	Pembangunan Wilayah dan Tata ruang
	7.
	Pembangunan Daerah Terisolir dan Perbatasan (4)
	8.
	Pembangunan Kawasan Strategis dan Kawasan Perbatasan (4)


Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Prioritas Kabupaten Bengkalis Tahun 2015

Keterangan:
Angka di dalam tanda ( ) belakang prioritas daerah merupakan angka urutan prioritas di daerah



4.3.	Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis
Sebagai mitra pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Bengkalis memiliki pandangan tentang arah dan kebijakan strategis Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 yang hendaknya masih dititik beratkan kepada : 
Pertama, Ekonomi Kerakyatan, 
Kedua, Sumber Daya Manusia, 
Ketiga,  Infrastruktur, dan 
Keempat, Lingkungan dan Pendukung lainnya.
Keempat komponen yang menjadi titikberat pada Arah Kebijakan dan Strategi di Tahun 2015 tersebut harus dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh (holistic), saling dukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ini memerlukan kebersamaan langkah, kebersamaan, dan kesatuan cita-cita kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan daerah ini. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 hendaknya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan harus mengacu serta memperhatikan tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Untuk Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, program-program yang hendaknya menjadi prioritas adalah :
1. Mengurangi jumlah keluarga miskin dengan memprogramkan berbagai kegiatan penguatan basis ekonomi masyarakat.
2. Melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kegiatan yang pernah diprogramkan di tahun-tahun yang lalu, dan dikemaskinikan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta tepat sasaran.
3. Untuk mengoptimalkan skim-skim penguatan ekonomi masyarakat, perlu dibentuk sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang akan mengelola baik itu bantuan, pinjaman, atau modal bergulir yang dirancang khusus untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Dengan penyaluran yang terarah dan tepat sasaran diharapkan kegiatan yang diprogramkan tidak menjadi sia-sia.
4. Memperbanyak program-program ketahanan pangan guna meningkatkan produksi bahan-bahan pokok dan disamping itu juga mengoptimalkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.
5. Menguatkan dan membentuk daerah Sentra Perikanan dengan Sub Sektor Budidaya dan Tangkap, dan Sentra Peternakan guna mencukupi kebutuhan / konsumsi masyarakat.
6. Mendorong dan merekayasa tumbuhnya industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi setempat.

Untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia, dalam RKPD tahun 2015 program-program yang hendaknya menjadi prioritas adalah :
1. Melanjutkan program wajib belajar yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2005;
2. Menuntaskan rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana sekolah disetiap jenjangnya serta merasionalkan jumlah sekolah disetiap jenjangnya disuatu wilayah tertentu;
3. Pembangunan baru sekolah kejuruan dan mengoptimalkan sekolah-sekolah kejuruan yang telah ada. Disamping itu juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kejuruan bagi siswa-siswa putus sekolah;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas guru disetiap jenjang pendidikan, serta meratakan penyebarannya. Disamping itu, kesejahteraan guru juga hendaknya dapat ditingkatkan;
5. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. Pembangunan Puskesmas induk hendaknya memperhatikan sebaran penduduk dan kondisi geografis  setempat;
6. Meningkatkan kuantitas dan penyebaran tenaga kesehatan (medis dan paramedis);
7. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang ada, dengan membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi didaerah ini sehingga dapat terarah dan tercapai sasaran;
8. Mengingat animo lulusan SLTA daerah ini cukup tinggi untuk melanjutkan pendidikan di bidang kebidanan dan keperawatan serta kebutuhan tenaga bidan dan perawat sangat diperlukan, perlu dirintis pendirian kedua akademis tersebut.
Untuk Pembangunan Infrastruktur, dalam RKPD tahun 2015 program-program yang hendaknya menjadi prioritas adalah :
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar.
2. Pembangunan jalan dan jembatan, khususnya untuk mengentaskan daerah terisolir.
3. Pembangunan Steiger (Pelabuhan Rakyat) desa.
4. Melanjutkan program merangkai pulau.
5. Peningkatan kualitas jalan dan rehabilitasi jalan-jalan yang rusak.

Untuk Pembangunan Lingkungan dan Pendukung lainnya, dalam RKPD Tahun 2015 program-program yang hendaknya menjadi prioritas adalah:
1. Antisipasi lebih dini terhadap ancaman kebakaran hutan / lahan;
2. Mengantisipasi abrasi yang melanda daerah pesisir utara;
3. Rehabilitasi Hutan Mangrove;
4. Mengkaji kemungkinan pencadangan areal untuk hutan lindung, minimal disetiap kecamatan atau malah jika memungkinkan disetiap desa/kelurahan;
5. Meningkatkan pengembangan objek-objek wisata, baik wisata alam (hutan dan bahari) maupun wisata budaya;
6. Penyelesaian permasalahan tapal batas, baik antar desa, antar kecamatan maupun dengan kabupaten/kota/provinsi yang berbatasan laangsung dengan wilayah Kabupaten Bengkalis;
Untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya PAD dan mengurangi ketergantungan kepada bagi hasil migas dana perimbangan lain dari pusat, upaya yang harus dilakukan adalah terus menerus menggali potensi sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Juga harus digesa upaya-upaya meraih dana-dana pembangunan baik dari pusat maupun provinsi. Sedangkan mengenai kualitas pelayanan publik perlu dilakukan inovasi-inovasi terhadap berbagai sektor pelayanan, khususnya yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. Inovasi tersebut tidak dapat dilakukan dengan menggunakan jalan pintas, kebijakan yang bersifat sporadis dan sepotong-sepotong. Yang diperlukan adalah sebuah transformasi secara mendasar, mendesain ulang system dan organisasi publik yang dilakukan dengan mengubah tujuan, intensif, akuntabilitas, struktur kekuasaan dan budaya kerja.
